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ABSTRAK 

Skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Atas Harta Peninggalan Orang Tua 

Angkat Bagi Anak Angkatnya Dalam Kajian Kompilasi Hukum Islam ini dilatar 

belakangi bahwa Hukum Islam mengatur prinsip umum di samping aturan 

mendetail yang diberikan oleh sunnah sebagai tafsir dari Al-Quran, dengan 

menetapkan hal-hal yang seluas-luasnya dan membuka pintu yang selebar-

lebarnya untuk kemajuan peradaban manusia. Adapun rumusan masalah yang 

diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut: 1. Bagaimana perlindungan hukum 

atas harta peninggalan orang tua angkat bagi anak angkatnya dalam kompilasi 

hukum Islam?. 2. Bagaimana pola pembagian hak atas harta peninggalan orang 

tua angkat bagi anak angkatnya dalam kompilasi hukum Islam?. Metode 

penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian normatif yang 

mengkaji literatur dan bahan-bahan hukum dengan pendekatan perundang-

undangan serta menggunakan metode deduktif. Pada skripsi ini dapat ditarik 

kesimpulan bahwa 1. Perlindungan hukum atas harta peninggalan orang tua 

angkat bagi anak angkatnya yaitu anak angkat berhak mendapatkan warisan atau 

harta peninggalan orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah sesuai dengan 

Kompilasi Hukum Islam. Anak angkat bukan tergolong ahli waris namun tetap 

berhak atas harta peninggalan orang tua angkatnya sesuai dengan Pasal 209 KHI. 

2. Pola pembagian hak atas harta peninggalan orang tua angkat bagi anak 

angkatnya yaitu terlebih dahulu dilaksanakannya pembagian waris atau harta 

peninggalan terhadap anak kandung atau ahli waris. Untuk mendapatkan hak 

waris bagi anak angkat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 175 KHI, 

bahwa pembagian bagi anak angkat tidak melebihi 1/3 dari harta peninggalan 

orang tua angkatnya.  

Kata Kunci: Anak Angkat, Kompilasi Hukum Islam, Perlindungan Hukum,  

        Wasiat Wajibah 

Pembimbing Utama,               Pembimbing Pembantu, 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Pancasila dengan kelima silanya menjelaskan tentang garis besar 

bagaimana kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Terutama sila pertama yang 

berbunyi jelas “ketuhanan yang maha esa”. Agama atau kepercayaan merupakan 

pedoman dasar bagi sebagian manusia untuk menyeimbangkan hubungannya 

dengan sesama manusia dan makhluk hidup lainnya terutama dengan Tuhan. 

Dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia, Peraturan perundang-udangan dan 

hukum Islam berjalan secara berdampingan. Peraturan perundang-undangan 

dibuat untuk dijadikan patokan atau norma hidup dalam bernegara. Terbentuknya 

Peraturan Perundang-undangan ini didorong oleh hasrat untuk hidup 

pantas/seyogyanya yang mana dikarenakan itu manusia menciptakan 

patokan/standar hidup pantas yang berlaku untuk seluruh masyarakat. Sedangkan 

hukum islam merupakan hukum yang dibuat langsung oleh Allah SWT melalui 

utusannya. Hal ini membuat hukum tersebut juga patut ditaati bagi seluruh umat 

Islam.  

 Hukum Islam memberikan prinsip umum di samping aturan yang 

mendetail yang diberikan oleh sunnah sebagai tafsir dari Al-Quran, dengan 

menetapkan hal-hal yang seluas-luasnya dan membuka pintu yang selebar-

lebarnya untuk kemajuan peradaban manusia
1
. Hukum Islam yang mengandung 

peraturan-peraturan yang terperinci dalam hal-hal yang tidak

                                                           
  

1
 Nasruddin Razak. Dienul Islam. Almaarif. Bandung. 1989. hlm. 72 
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terpengaruhi oleh perkembangan masa, seperti dalam masalah mahram (orang 

yang haram untuk dikawin), ibadah, harta, warisan.
2
  

 Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa prinsip hukum atau asas hukum 

merupakan salah satu objek terpenting dalam kajian ilmu hukum. Pembahasan 

tentang prinsip hukum lazimnya disandingkan dengan aturan hukum atau kaidah 

hukum untuk memperoleh gambaran yang jelas menyangkut perbedaannya.
3
 

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa asas atau prinsip hukum bukanlah 

peraturan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum 

sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret yang terdapat 

dalam dan dibelakang setiap sistem hukum yang menjelma dalam peraturan 

perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat 

ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret tersebut.
4
 

Dengan kata lain, peraturan perundang-undangan berdampingan erat dengan 

kehidupan umum. 

 Peraturan perundang-undangan dan hukum Islam mengatur tentang 

perkawinan yang merupakan suatu bagian dari kehidupan umum. Perkawinan 

merupakan suatu perbuatan yang melibatkan dua kepala yang bertujuan untuk 

membentuk suatu keluarga. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan 

bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang 

wanita sebagai suami atau isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah 

                                                           
  

2
 Ibid. 

  
3
 Paton dalam Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum. Reviva Cendekia. Gorontalo. 2015. hlm. 3 

  
4
 Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Liberty. Yogyakarta. 2005. 

hlm. 34 
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tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan 

perkawinan juga dijelaskan Al-Quran dalam Surah Ar-Rum Ayat 21;  

 “Dan diantara tanda-tanda adalah bahwa dia diciptakan untukmu dari dirimu 

sendiri agar kamu dapat menemukan ketenangan didalamnya; dan Dia 

menempatkan diantara kamu kasih sayang dan belas kasih. Memang itu adalah 

tanda-tanda bagi orang yang berpikir jernih.” 
 

 Menurut Pasal 2 Kompilsasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang 

kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah.
5
  

 Keluarga yang dituju dengan adanya perkawinan adalah keluarga yang 

sakinah (tenang), mawadah (keluarga yang didalamnya terdapat rasa cinta yang 

berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmani) dan rahmah (keluarga yang 

didalamnya terdapat rasa kasih sayang yakni yang berkaitan dengan hal-hal yang 

bersifat kerohanian).
6
 

 Dasarnya, dalam suatu perkawinan akan ada anak secara biologis yang 

akan melanjutkan keturunan. Namun hal ini tidak serta merta menghasilkan 

keturunan biologis. Tidak sedikit suatu keluarga dalam menghadirkan keturunan 

melalui pengangkatan anak. 

 Pengangkatan anak dalam literatur hukum Islam disebut dengan “istilhaq” 

atau “iqrar” yang berarti pengakuan seorang laki-laki secara sukarela terhadap 

seorang anak bahwa ia mempunyai hubungan darah dengan anak tersebut, baik 

                                                           
  

5
 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Penyebarluasan Kompilasi Hukum 

Islam 
  

6
 Abd. Shomad. Hukum Islam Edisi Revisi. Prenada Media Grup. Jakarta. 2012. hlm. 262 
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anak tersebut berstatus di luar nikah atau anak tersebut tidak diketahui asal 

usulnya. Pengakuan anak diluar kawin mirip dengan pengakuan anak 

sebagaimana yang diatur dalam BW yang sering disebut dengan anak wajar 

(naturlijek kinderen).
7
 

 Disamping hal itu, pengangkatan anak tidak semerta-merta dikarenakan 

kekerasan, melainkan juga terjadi karena beberapa faktor, diantaranya karena 

faktor ekonomi seperti kemiskinan yang mana orang tua merasa tidak sanggup 

untuk memenuhi hak dan kewajiban anak. 

 Pengangkatan anak merupakan salah satu perlindungan hukum yang dapat 

diberikan kepada anak diluar kawin sebagaimana agar terlepas dari beban 

kehidupan yang berat, selain melalui pengakuan dan pengesahan.
8
 Pengangkatan 

anak awal mulanya dimaksudkan untuk menciptakan kaitan hukum kekeluargaan 

terhadap anak di luar nikah, pengertian tersebut diperluas sehingga mempunyai 

arti yang hampir sama dengan pengangkatan anak yang berlaku di hukum perdata. 

Pengakuan dan pengangkatan anak mempunyai perbedaan yang prinsip, yaitu: 

1. “Pengakuan anak hanya terjadi dengan anak-anak yang tidak sah, sedangkan 

pengangkatan anak dapat terjadi terhadap baik anak yang sah maupun 

terhadap anak sah; 

2. Dalam pengakuan anak dianggap bahwa orang yang mengakui adalah sebagai 

ayah kandungnya sehingga orang tersebut setidaknya mempunyai hak untuk 

memberikan pengakuannya terhadap anak tersebut. Sedangkan pada 

pengangkatan anak justru bertolak pada tidak adanya suatu hubungan 
                                                           
  

7
 Abdul Manan. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Kencana. Jakarta. 

2006. hlm. 75 
  

8
 Ibid., hlm. 84 
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pertalian kekeluargaan tetapi bermaksud mewujudkan kaitan hukum dimana 

anak yang dianggap benar-benar sebagai keturunan sendiri dari orang yang 

mengangkatnya; 

3. Pengakuan anak yang dimintakan oleh ayahnya, sedangkan pengangkatan 

anak dimintakan oleh suami istri; 

4. Pengakuan anak tidak selalu mempunyai akibat bahwa anak yang diakui 

menjadi anak sah; 

5. Pengakuan anak cukup dilakukan dengan akta notaris atau akta kelahiran 

yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil, sedangkan pengangkatan anak harus 

dengan keputusan hakim.”
9
 

 Menurut Pasal 171 Huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, anak angkat adalah 

anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan 

sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua 

angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.  

 Hukum Islam menegaskan mengenai pengangkatan anak melalui ayat-

ayat-Nya yang tertera di Al-Quran dalam Surah Al Ahzab [33] Ayat 4 dan 5;  

Ayat 4 

“Sesungguhnya Allah tidaklah menjadikan seseorang mempunyai dua hati dan 

Allah tidaklah menjadikan isteri kalian yang kalian sumpah DZIHAR itu sebagai 

ibu kalian dan Allah tidaklah jadikan anak angkat kalian menjadi anak kandung 

kalian. Demikian itulah menganggap anak  angkat sebagai anak kandung adalah 

                                                           
  

9
 Ibid., hlm. 85 

                                                                                                               

     

                                                                                                                 



6 
 

 
 

ucapan kalian yang tidak berdasarkan dalil. Adapun Allah berfirman pada 

barang haq dan menunjukan pada jalan yang benar.” 
 

Ayat 5 

هِمْ هُىَ اقَْسَطُ ا بَاۤىِٕ يْهِ وَمَىَالِيْكُمْ ۗوَلَيْسَ دْعُىْهُمْ لِِٰ ا اٰبَاۤءَهُمْ فَاِخْىَاوُكُمْ فِى الدِّ ِ ۚ فَاِنْ لَّمْ تعَْلَمُىْْٓ عِىْدَ اللّٰه

حِيْمًا ُ غَفىُْرًا رَّ دتَْ قلُىُْبكُُمْ ۗوَكَانَ اللّٰه ا تعََمَّ  عَليَْكُمْ جُىَاحٌ فيِْمَآْ اخَْطَأتْمُْ بِهٖ وَلٰكِهْ مَّ

“Kalian memanggillah terhadap anak angkat kalian disertai dengan nama bapak 

kandung mereka. Perbuatan tersebut lebih adil disisi Allah jika kalian tidak 

mengetahui siapa nama bapak kandung mereka, maka panggilah dengan 

panggilan saudara seagama dan kekasih kalian. Tidak dosa bagi kalian jika 

kalian berbuat salah yang tiak sengaja memanggil anak angkat tidak sesuai 

dengan nama bapak kandungnya. Akan tetapi jika hati kalian sengaja maka 

kalian akan ditulis dosa, dan Alloh itu maha pengampun lagi maha penyayang.” 
 

 Berdasarkan Ayat 4 dan 5 Surah Al Ahzab di atas, dihapusnya kedudukan 

anak angkat yang seperti anak kandung mempunyai pengertian garis besar sebagai 

berikut: 

1. “Allah tidak menjadikan dua hati dalam dada manusia; 

2. Anak angkatmu bukanlah anak kandungmu; 

3. Panggilah anak angkatmu menurut nama bapaknya.” 

 Ayat 4 dan 5 Surah Al Ahzab ini turun setelah Nabi Muhammad SAW 

menerima ke-Rasulan beliau, dimana setelah menerima wahyu tersebut, beliau 

langsung mengembalikan status anak angkatnya tersebut kepada nasab orang tua 

kandungnya.
10

 

 Menurut Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 

Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, pengangkatan anak adalah suatu 

                                                           
  

10
 Ratu Rahmah Laily. “Penetapan Anak Angkat Dan Putusan Perkara Pembagian Harta 

Peninggalan Orang Tua Angkat Oleh Pengadilan Serta Pengaruhnya Terhadap Kedudukan Anak 
Angkat (Analisa Terhadap Beberapa Penetapan dan Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan 
Agama dan Mahkamah Agung)”. Tesis. Universitas Indonesia. Depok. 2012. hlm. 2 
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perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan 

orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, 

pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang 

tua angkat. Dengan pengertian dalam pasal tersebut maka pihak calon orang tua 

angkat, calon anak angkat serta keluarga masing-masing pihak harus memikirkan 

secara matang dengan mempertimbangkan segala akibat hukum dan konsekuensi 

yang akan timbul dari keputusan mengangkat anak tersebut terhadap keluarga 

masing-masing termasuk bagi anak yang akan diangkat, terutama yang berkaitan 

dengan hak anak angkat dalam kedudukannya sebagai anak angkat dalam 

keluarga angkatnya, maupun dalam kedudukan sebagai anak kandung dari orang 

tua kandungnya terutama bagi umat islam.
11

 

  Dalam masyarakat di Indonesia, pengangkatan anak belum sepenuhnya 

dipahami sehingga dalam prakteknya, kebanyakan masyarakat Indonesia 

menganggap bahwa pengangkatan anak “tidak diperbolehkan” oleh agama 

khususnya Islam dan tidak dikenal dalam ajarannya, tanpa melihat dalam konteks 

apakah perbuatan pegangkatan anak tersebut dilarang atau diharamkan oleh 

hukum Islam.
12

  

 Tanpa memperhatikan prinsip-prinsip hukum pengangkatan anak yang 

ditentukan menurut ajaran Islam yaitu dengan menjadikan anak angkatnya sebagai 

anak kandung, memberikan hak-hak sebagaimana anak kandung, memberikan 

nama ayah angkat kepada anak angkat bahkan memberikan hak mewaris kepada 

anak angkat, tak jarang anak-anak angkat mendapatkan bagian harta peninggalan 

                                                           
  

11
 Ibid., hlm. 1 

  
12

 Ibid., hlm. 4 
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melebihi dari yang diperoleh anak-anak kandung maupun ahli waris yang sah dari 

orang tua angkat, sehingga pada akhirnya menimbulkan rasa ketidakadilan bagi 

anak kandung atau para ahli waris yang sah dari orang tua angkat dan pada 

akhirnya menimbulkan permasalahan hukum antara anak atau anak-anak angkat 

dengan ahli waris atau para ahli waris dari orang tua angkatnya, yaitu sengketa 

waris. 

 Adapun yang berhak menerima waris karena adanya hubungan 

kekeluargaan adalah kakek, nenek, ayah ibu, anak perempuan dan anak laki-laki, 

saudara perempuan dan saudara laki-laki, paman dan anaknya hingga cucu 

perempuan dan cucu laki-laki. Sedangkan yang berhak menerima waris karena 

suatu hubungan perkawinan adalah suami yang ditinggal mati isterinya ataupun 

sebaliknya seperti yang tertera dalam “Pasal 174 KHI. Pasal 173 KHI 

menjelaskan bahwa seseorang dapat terhalang menjadi ahli waris apabila dengan 

putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena; a. 

Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat 

pewaris; b. Dipersalahgunakan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan 

bahwa pewaris melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun 

penjara atau hukuman yang lebih berat.” 

 Kompilasi Hukum Islam memberikan jaminan kepada anak beda nasab 

orang tua atau anak angkat untuk mendapatkan hak atas harta peninggalan orang 

tua angkatnya yang tertera di Pasal 209 Ayat (2), bahwa antara anak angkat 

dengan orang tua angkat tidak ada hubungan kewarisan tetapi sebagai pengakuan 

dari pengangkatan anak tersebut maka hubungan orang tua dengan anak angkat 
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dikukuhkan dengan pemberian wasiat atau wasiat wajibah.
13

 Wasiat wajibah 

adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim atau aparatur negara 

untuk memberi atau memaksa putusan wajib wasiat bagi orang yang telah 

meninggal yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.
14

 

 Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahasnya secara 

ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Atas Harta 

Peninggalan Orang Tua Angkat Bagi Anak Angkatnya Dalam Kajian 

Kompilasi Hukum Islam. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas 

dalam skripsi ini adalah: 

1. Bagaimana perlindungan hukum atas harta peninggalan orang tua angkat 

bagi anak angkatnya dalam kompilasi hukum Islam? 

2. Bagaimana pola pembagian hak atas harta peninggalan orang tua angkat 

bagi anak angkatnya dalam kompilasi hukum Islam? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sehubungan dengan pokok permasalahan diatas, maka dengan ini tujuan 

penelitiannya adalah: 

                                                           
  

13
 Ria Ramdhani. “Pengaturan Wasiat Wajibah terhadap Anak Angkat Menurut Hukum 

Islam”. Lex et Societatis. Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2015, hlm. 55 
  

14
 Mustofa Sy. Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama. Kencana. Jakarta. 

2008. hlm. 131 
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1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum atas harta 

peninggalan orang tua angkat bagi anak angkatnya dalam kompilasi 

hukum Islam. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pola pembagian hak atas harta 

peninggalan orang tua angkat bagi anak angkatnya dalam kompilasi 

hukum Islam. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Adapun penulis berhadap dapat memberikan manfaat dalam bentuk teoris 

maupun praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penulis berhadap hasil penulisan ini dapat memberikan pengembangan 

pengetahuan dan wawasan terutama dibidang hukum mengenai hak waris 

bagi anak angkat dalam kajian kitab undang-undang hukum perdata 

terutama dalam hukum Islam. 

b. Untuk mengimplementasikan teori-teori yang telah didapatkan selama 

menjalani proses belajar mengajar di Fakultas Hukum Universitas 

Sriwijaya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Mahasiswa dapat menggunakannya sebagai bahan literatur jika mendapat 

tugas yang serupa dengan permasalahan yang penulis angkat dalam 

skripsi ini. 
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b. Untuk pihak-pihak yang mempunyai permasalahan yang sama dengan 

skripsi ini dapat menggunakannya terutama untuk masalah hak waris 

bagi anak angkat dalam kajian kitab undang-undang hukum perdata 

terutama dalam hukum Islam. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 Dalam mendapatkan hasil penelitian yang baik untuk memenuhi syarat 

penulisan skripsi ini, dan juga untuk memudahkan dalam mengumpulkan data dan 

pembahasannya, maka bagian dari skripsi ini memerlukan adanya ruang lingkup. 

Adapun ruang lingkup ini hanya membahas mengenai perlindungan hukum atas 

harta peninggalan orang tua angkatnya bagi anaknya dalam kompilasi hukum 

Islam dan pola pembagian hak atas harta peninggalan orang tua angkat bagi anak 

angkatnya dalam kompilasi hukum Islam. Permasalahan yang dibahas dalam 

skripsi ini agar pembahasan tidak menyimpang dari tujuan penelitian sebelumnya, 

dan juga agar bahan yang dicari dan diteliti untuk skripsi ini sesuai dengan tujuan 

penelitian. Penelitian ini mengkaji masalah hukum yang menyangkut sengketa 

hak pembagian harta peninggalan orang tua angkat bagi anak angkatnya dalam 

kajian hukum Islam. 

 

F. Kerangka Teori 

 Kerangka teori merupakan konsep yang merupakan ekstrak dari hasil 

pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan 

indentifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk 
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penelitian.
15

 Berdasarkan pengertian yang dikemukakan tersebut maka penulis 

menggunakan teori sebagai berikut: 

1. Teori Kepastian Hukum 

  Kepastian merupakan suatu keadaan dimana perihal yang pasti, ketentuan 

maupun ketetapannya. Hukum hakikatnya harus bersifat pasti dan adil yang mana 

kepastian dijadikan pedoman berkelakuan adil yang menunjang suatu tatanan 

yang dinilai wajar. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa 

dijawab secara normatif, bukan sosiologi.
16

 

  Kepastian hukum secara normatif dikatakan ketika suatu peraturan dibuat 

dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis yang mana 

artinya tidak menyebabkan multi tafsir. Arti jelas adalah menjadi suatu sistem 

norma dengan norma yang lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan 

konflik norma yang menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, 

konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh 

keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.
17

   

 Dengan menggunakan teori kepastian hukum ini maka dapat diketahui 

dengan jelas bahwa anak angkat mendapat kepastian apakah berhak atau tidaknya 

menerima bagian harta peninggalan dari orang tua angkatnya. 

 

 

                                                           
  

15
 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm. 

103 
  

16
 Dominikus Rato. Filsafat Hukum: Mencari, Menemukan Dan Memahami Hukum, 

Laksbang Pressindo. Yogyakarta. 2010. hlm. 59 
  

17
 respository.uma.ac.id. BAB II Landasan Teori. Diakses pada tanggal 29 Oktober 2020 

pukul 15.22 
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2. Teori Perlindungan Hukum 

 Perlindungan hukum adalah suatu kegiatan perlindungan yang diberikan 

kepada subyek hukum yakni orang atau badan hukum ke dalam bentuk perangkat 

baik yang bersifat prefentif maupun represif baik yang berbentuk lisan maupun 

yang tertulis. Philipus M. Hadjon juga berpendapat juga bahwa perlindungan 

hukum merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat dan juga 

pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki tiap subjek hukum 

berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
18

 

 Perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum yang 

mana konsep tersebut dapat memberikan suatu kepastian, keadilan, kemanfaatan, 

kedamaian, ketertiban. Satjipto Raharjo mengungkapkan bahwa perlindungan 

hukum ialah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang mana 

merugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar 

dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Adapun hukum 

dapat difungsikan sebagai perwujudan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar 

adaptif dan fleksibel, melaikan juga preditif dan antisipatif yang dibutuhkan untuk 

mereka yang belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik untuk memperoleh 

keadilan sosial.
19

 

 Menurut Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 menjelaskan bahwa setiap orang 

berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil 

serta pengakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal tersebut sesuai dengan teori 

                                                           
  

18
 Anonim. Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli. 

http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/. Diakses pada 
tanggal 29 Oktober 2020 pukul 14.20 
 

19
 Nur Adi Kumaladewi. “Eksekusi Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia Yang 

Berada Pada Pihak Ketiga”. Jurnal Repertorium. Vol. II.2. 2015. hlm. 60-77 
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perlindungan hukum ini yang mana pembagian harta peninggalan bagi anak 

angkat dapat terjelaskan mengenai bagian yang berhak dimiliki anak angkat.  

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penulis 

menggunakan jenis penelitian hukum normatif dalam penulisan skripsi ini karena 

melihat dari bagaimana cara hukum itu bekerja dan bergerak dalam 

menyelesaikan suatu masalah ditengah masyarakat. Pendapat Johnny Ibrahim 

mengenai penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah 

untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. 

Penelitian hukum normatif tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja, 

Peter Mahmud berpendapat bahwa penelitian hukum normatif bukan hanya 

meneliti hukum positif.
20

  

 Adapun penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan 

berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-

konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan 

dengan penelitian hukum ini.
21

 Ada pula yang menyebutkan bahwa jenis 

penelitian hukum ini disebut penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang 

menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang 

berhubungan dengan penelitian hukum ini. 

                                                           
  

20
 Vidya Prahassacitta. Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Yuridis, 

https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-
yurudis/. Diakses pada tanggal 25 September 2020. pukul 13.46 
  

21
 Anonim. Bab III Metode Penelitian. respository.umy.ac.id. Diakses pada tanggal 25 

September 2020. pukul 14.00 
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2. Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan yang digunakan dalam membahas penelitian ini terdiri dari 

pendekatan perundang-undangan (statute approch) dan pendekatan konseptual 

(conceptual approch). Dari pendekatan tersebut penulis bisa menemukan 

informasi mengenai permasalahan yang sedang dibahas penulis untuk dicari 

jawabannya.  

 Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approch) 

yang dilakukan dengan mengkaji semua undang-undang dan pengaturan yang 

bersangkutan dengan permasalahan hukum yang sedang dibahas. Statute approch 

kebanyakan diperuntukan untuk meanalisis peraturan perundang-undangan yang 

dalam penormaanya masih terdapat kekurangan atau menilai suatu prakter 

penyimpangan yang terdapat dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya di 

lapangan.  

 Penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approch) yang 

bersumber dari pandangan atau doktrin yang ada didalam ilmu hukum.
22

 

Conceptual approch merupakan jenis pendekatan penelitian yang memberikan 

sudut pandang analisis penyelesaian masalah dalam hukum yang melihat dari 

aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat 

dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan yang 

kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.
23

 

                                                           
  

22
 Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Prenada Media Group. Jakarta. 2011. hlm. 

93 
 

23
 Saptalaw.top. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian 

Hukum. https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-
penelitian-hukum/#:~:text=Pendekatan%20perundang-
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3. Sumber Bahan Hukum 

 Sumber bahan hukum merupakan salah satu komposisi yang penting, 

dikarenakan jika terjadi kesalahan dalam memahami dan menggunakan sumber 

bahan hukum maka hasil yang diperoleh akan melenceng dari yang dibayangkan. 

Oleh karena itu, penulis menggunakan tiga jenis sumber bahan hukum, yaitu: 

a. Bahan Hukum Primer 

 Bahan hukum primer adalah data bahan hukum yang berbentuk peraturan 

perundang-undangan yang mana diperlukan penulis untuk menulis penelitian ini 

diantaranya yaitu: 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetbook); 

3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembar 

Negara Republik Indonesia Nomor 3019); 

4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran 

Negara Republik Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 186 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401) 

5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606); 

                                                                                                                                                               
undangan%20(statute%20approach)%20biasanya%20di%20gunakan%20untuk,teknis%20atau%2
0dalam%20pelaksanaannya%20dilapangan. Diakses pada tanggal 9 April 2021 pukul 13.03 
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6) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksaan 

Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4768); 

7) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Mengenai Penyebarluasan 

Kompilasi Hukum Islam. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

 Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa pendapat hukum 

atau teori-teori atau doktrin-doktrin yang diperoleh dari: 

1)  Buku-buku yang membahas tentang hukum kewarisan di Indonesia; 

2) Buku-buku yang membahas tentang perkawinan di Indonesia; 

3) Jurnal yang membahas pembagian hak waris bagi anak yang berasal dari 

luar perkawinan; 

4) Skripsi, Tesis maupun makalah lainnya yang berkaitan dengan 

permasalahan penelitian ini. 

c. Bahan Hukum Tersier 

 Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan 

dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya seperti 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ataupun ensiklopedia. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah 

metode penelitian kepustakaan, yaitu pengumpulan data kepustakaan yang 

diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan 
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perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian 

dengan melakukan kegiatan membaca, mencatat, mengutip dan menelaah hal-hal 

yang berkaitan dengan anak angkat sebagai penerima hak peninggalan orang tua 

angkatnya dalam kajian kompilasi hukum Islam. 

5. Analisis Bahan Hukum 

Bahan hukum yang didapatkan kemudian di analisis dengan menggunakan 

metode analisis kuantitatif, yaitu data yang dikumpulkan dari penelitian kemudian 

dipilih berdasarkan mutu atau kulitas dan memiliki kaitan dengan permasalahan 

penulis. 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan yang dilakukan penulis menggunakan metode deduktif, 

yaitu suatu metode pengambilan kesimpulan yang berhubungan dengan 

permasalahan yang diteliti dari peraturan perundang-undangan atau prinsip-

prinsip umum menuju penulisan yang bersifat khusus. 
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